
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 28 TAHUN 1950 

TENTANG 
PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BUAT PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang        : bahwa berhubung dengan terbentuknya Negara Kesatuan, 

peraturan-peraturan yang ada sekarang mengenai ongkos 
perjalanan dinas pegawai Negeri sipil perlu diganti dengan 
satu peraturan baru yang mengatur penggantian biaya 
perjalanan-perjalanan dinas di seluruh daerah Negara 
Republik Indonesia buat segenap pegawai Negeri sipil, 
kecuali mereka yang terhadapnya, karena persetujuan 
Konperensi Meja Bundar, berlaku aturan-aturan khusus lain, 
yang berhubungan dengan kedudukannya; 

 
Mengingat          : Reisordonnantie (Stbl. 1934 No. 211), Reisbesluit (Stbl. 

1936 No. 666), Peraturan Perjalanan Dinas (Peraturan-
Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 1947) dsb.; 

 
Mengingat pula : Pasal 142 jo Pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara 

Republik Indonesia; 
 
Mendengar  : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 2 Nopember 

1950; 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN 

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BUAT PEGAWAI NEGERI 
SIPIL. 

 
Pasal I. 

 
Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan-Pemerintah ini 
dibatalkan dan diganti dengan "PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 
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BUAT PEGAWAI NEGERI SIPIL", yang dimuat sebagai lampiran Peraturan-
Pemerintah ini. 
 

Pasal II. 
 
Peraturan termaksud pada Pasal I untuk sementara tidak berlaku buat pegawai 
Negeri yang karena persetujuan Konperensi Meja Bundar, diperlakukan menurut 
aturan-aturan khusus lain yang berhubungan dengan kedudukannya. 
 

Pasal III. 
 
Peraturan-Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku 
surut sampai tanggal 1 September 1950. 
 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan-Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 
 
 
     Ditetapkan di Jakarta 
     pada tanggal 7 Nopember 1950. 
 
     WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
     MOHAMMAD HATTA 
 
     MENTERI KEUANGAN, 
 
     SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA 
 
 
 
Diundangkan 
pada tanggal 14 Nopember 1950. 
MENTERI KEHAKIMAN, 
 
WONGSONEGORO 
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PENJELASAN  
PERATURAN-PEMERINTAH NR 28. TAHUN 1950 

TENTANG 
PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  

BUAT PEGAWAI NEGERI SIPIL. 
 
1. Tentang penggantian biaya perjalanan bagi pegawai Negeri yang melakukan 

perjalanan-perjalanan untuk keperluan dinas berlaku berbagai macam 
peraturan yang berlainan, di antaranya Reisbesluit (Staatsblad 1936 No. 
666), Peraturan Perjalanan Dinas (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
No. 13 Tahun 1947) dsb. 

 
2. Dengan terbentuknya Negara Kesatuan, maka keadaan yang sedemikian itu 

tentu tidak dapat dibiarkan berlangsung terus dan adalah perlu sekali 
peraturan-peraturan tadi selekas-lekasnya diganti dengan satu macam 
peraturan saja yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perjalanan-perjalanan dinas bagi segenap pegawai Negeri (kecuali mereka 
yang terhadapnya berhubung dengan persetujuan K.M.B. berlaku aturan-
aturan khusus lain). 

 
3. Selain dari pada itu diterangkan pula, bahwa tarip-tarip yang berlaku 

sekarang buat penggantian ongkos perjalananpun perlu ditinjau kembali, 
karena tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini berhubung dengan 
naiknya harga-harga. 

 
4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sekarang 

diadakan satu peraturan baru tentang penggantian biaya perjalanan dinas, 
yaitu "PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI", bagi segenap 
pegawai Negeri sipil Republik Indonesia. 

 
 Peraturan baru itu pada hakekatnya merupakan lanjutan dari Peraturan 

Perjalanan Dinas yang lama, dengan mengadakan perubahan-perubahan dan 
tambahan aturan-aturan yang perlu. Beberapa perubahan yang penting serta 
penjelasannya secara ringkas diterangkan di bawah ini. 

 
5. Pembagian golongan pegawai Negeri 
 
 Berlainan dengan Reisbesluit dan Peraturan Perjalanan Dinas yang membagi 

pegawai Negeri masing-masing dalam 6 dan 4 golongan, di dalam peraturan 
perjalanan yang baru pegawai Negeri dibagi dalam 5 golongan berdasarkan 
gajinya sebulan, yaitu gaji yang diberikan menurut Peraturan Pemerintah 
(R.I.S.) No. 16 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1950. 

 
 Pembagian golongan-golongan seperti yang dilakukan dalam Reisbesluit dan 
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Peraturan Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan batas-batas gaji menurut 
peraturan gaji termaksud di atas. Guna penyesuaian ini dan untuk mencapai 
maksud dari pembagian pegawai Negeri dalam golongan-golongan, yaitu 
memberikan penggantian ongkos perjalanan yang pantas dan sepadan 
dengan kedudukan pegawai, maka pembagian dalam 5 golongan itu 
dipandang lebih tepat. Sudah barang tentu pembagian tersebut, yang 
didasarkan pada jumlah-jumlah gaji baru yang jauh berlainan dari pada 
jumlah-jumlah gaji menurut peraturan-peraturan lama, sedikit banyak 
mengakibatkan perubahan tingkat-tingkat golongan yang ada sekarang. Hal 
itu tidaklah dapat dielakkan. 

 
6. Uang harian 
 
 Mengingat perbedaan-perbedaan dalam tingkatan kemahalan dipelbagai 

daerah, maka tidak mungkin menetapkan hanya satu macam uang-harian 
saja seperti yang sudah-sudah. Di dalam tarip-tarip yang baru untuk 
penginapan tidak di hotel di luar tempat-kedudukan diadakan 9 macam 
uang-harian berdasar atas pembagian Indonesia dalam rayon-rayon, yaitu 
sesuai dengan pembagian daerah menurut peraturan gaji, dalam hal 
pemberian tunjangan-kemahalan-daerah. 

 Buat penginapan di hotel untuk sementara tidak ditetapkan maximum uang-
harian yang dapat diberikan, oleh karena ternyata bahwa tarip-tarip hotel 
dipelbagai tempat berhubung dengan naiknya harga-harga belum tetap. 
Untuk sementara diberikan penggantian ongkos penginapan yang 
sesungguhnya dikeluarkan menurut tingkatan hotel yang sepadan dengan 
golongan pegawai, ditambah dengan "marge" sebanyak jumlah-jumlah yang 
ditentukan dalam daftar tarip-tarip. Jumlah "marge" itu didasarkan pada 
besar-kecilnya tempat. 

 
7. Uang-harian-tambahan-istimewa. 
 
 Dalam peraturan perjalanan baru dimuat pula satu aturan yang 

memungkinkan memberikan uang-harian-tambahan-istimewa, yaitu buat 
ongkos makan di kereta-api dalam hal melakukan perjalanan yang jauh 
dengan kereta-api. Aturan semacam itu tidak terdapat dalam Peraturan 
Perjalanan Dinas dan hal ini dirasakan sebagai suatu kekurangan yang perlu 
diisi. 

 
8. Keluarga dari pegawai pensiunan yang meninggal dunia 
 
 Baik dalam Reisbesluit, maupun dalam Peraturan Perjalanan Dinas tidak ada 

aturan yang membolehkan keluarga dari pegawai pensiunan yang meninggal 
dunia, buat pergi dengan ongkos Negeri ketempat asalnya atau tempat lain 
untuk menetap. Kesempatan ini sekarang diberikan dalam peraturan 
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perjalanan baru, karena dipandang perlu berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan sosial. 

 
9. Tentang tarip-tarip 
 
 Tidak perlu kiranya ditegaskan lagi, bahwa adalah sukar sekali, lebih-lebih 

dalam keadaan seperti dewasa ini, untuk menetapkan tarip-tarip yang tepat 
dan sungguh-sungguh mencukupi dalam segala hal. Dengan mengingat 
kenaikan harga-harga maka tarip-tarip baru yang pada umumnya jauh lebih 
tinggi daripada tarip-tarip menurut peraturan-peraturan lama, boleh 
dikatakan pantas. Dalam hal luar biasa, jika penggantian yang ditetapkan 
ternyata tidak mencukupi, maka Kepala Jawatan Perjalanan dapat 
mempertimbangkan dan memberikan penggantian yang lebih tinggi, asal 
saja oleh yang bersangkutan diajukan bukti-bukti dan alasan-alasan yang 
sah. 

 
l0. Demikian dalam garis besarnya Peraturan Pemerintah Dinas dalam Negeri 

yang akan berlaku bagi seluruh pegawai Negeri sipil warga negara Republik 
Indonesia, sebagai peraturan pengganti peraturan-peraturan yang ada 
sekarang. 

 
11. Untuk pegawai Negeri sipil bangsa Belanda, berhubung dengan 

kedudukannya karena persetujuan Konperensi Meja Bundar, tetap berlaku 
Reisbesluit. Hanya tarip-tarip tentang uang-harian, uang kilometer dan 
ongkos pembungkusan serta pengangkutan perabot rumah tangga yang 
ditetapkan dalam Reisbesluit, perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan 
keadaan sekarang. Hal ini diatur tersendiri. 

 
 
   

www.djpp.depkumham.go.id

dit
jen

 Pera
tur

an
 Peru

nd
an

g-u
nd

an
ga

n

http://www.djpp.depkumham.go.id


Lampiran Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1950. 
 
 

PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 
BUAT PEGAWAI NEGERI SIPIL. 

 
Pasal 1. 

 
Aturan umum. 
 
1. Biaya perjalanan dinas dibayar oleh Negeri dengan cara dan sebanyak 

jumlah-jumlah yang ditetapkan dalam peraturan ini. 
2. Peraturan ini berlaku untuk perjalanan-perjalanan dinas pegawai, 

pegawai-pembantu dan pekerja Negeri, kecuali yang tersebut dalam ayat 
(3) pasal ini. Di mana seterusnya dalam peraturan ini ada tersebut 
pegawai, maka yang dimaksud adalah pegawai, pegawai-pembantu dan 
pekerja Negeri. 

3. Peraturan ini tidak berlaku untuk 
 a. perjalanan-perjalanan dinas yang ongkosnya dibayar dari uang-

jalan-tetap menurut peraturan yang diadakan oleh Kepala 
Jawatan Perjalanan; 

 b. beberapa jenis perjalanan dinas pegawai Jawatan Kereta Api, 
Jawatan Kepolisian Negara dan Jawatan-jawatan lain, yang 
biayanya dibayar menurut peraturan tersendiri. Peraturan yang 
termaksud ini diadakan oleh atau dengan persetujuan Kepala 
Jawatan Perjalanan. 

4. Kepala Jawatan Perjalanan berhak menetapkan, bahwa biaya 
perjalanan-perjalanan yang tidak disebut dalam peraturan ini, dibayar 
menurut peraturan ini, baik sebagian maupun semuanya. 

 
Pasal 2. 

 
PERJALANAN-PERJALANAN DINAS : a. perjalanan-jabatan; 
 b. perjalanan-pindah. 
 
1. Perjalanan dinas adalah perjalanan-perjalanan yang dilakukan untuk 

keperluan dinas menurut perintah atau kuasa pembesar yang berwajib, 
dan dibedakan antara : 

 a. perjalanan-jabatan; 
 b. perjalanan-pindah. 
2. Perjalanan-jabatan adalah perjalanan-perjalanan : 
 a. pegawai Negeri menurut peraturan-peraturan yang berlaku atau 

menurut perintah yang berkuasa: dari tempat kedudukan, tempat 
tinggal atau tempat mereka berada untuk kepentingan dinas ke 
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tempat yang harus dikunjungi, dan kembali; 
 b. pegawai Negeri yang karena hendak mendapat surat-keterangan 

tentang penyakitnya : 
 1. untuk memperoleh perlop-sakit, 
 2. supaya boleh minta berhenti karena sakit, 
 3. supaya dibebaskan dari pekerjaan yang diserahkan kepadanya 

karena sakit, menurut peraturan-peraturan yang ada, diharuskan 
menghadap majelis pemeriksaan kesehatan atau diharuskan 
datang pada seorang dokter Negeri, yang diperbolehkan 
memeriksa sendiri: dari tempat kedudukannya atau tempat 
tinggalnya ke tempat majelis itu bersidang atau ke tempat 
dokter itu memeriksa, dan kembali; 

 c. pegawai Negeri yang diberi perlop-sakit di dalam Negeri menurut 
peraturan-peraturan yang berlaku: dari tempat kedudukannya atau 
tempat tinggalnya ke tempat perlop itu harus dijalankan menurut 
surat-keputusan, dan kembali; 

 d. pegawai Negeri yang dalam hal sakit, karena tidak ada dokter di 
tempat kedudukannya, dengan izin pegawai atasannya, atau jika di 
tempat itu tidak ada penjabat yang lebih tinggi atas 
pertimbangannya sendiri, pergi berobat ke tempat lain: dari tempat 
kedudukannya ke tempat yang ada dokter yang dapat dicapai dalam 
waktu yang sesingkat-singkatnya, dan kembali. 

  Pada daftar-ongkos-perjalanan bersangkutan harus dilampirkan suatu 
surat-keterangan dokter yang harus diminta segera setelah pegawai 
sampai di tempat ia berobat tadi yang menetapkan keadaan-sakit 
pegawai dan perlunya ia meninggalkan tempat kedudukannya; 

 e. pegawai Negeri yang mendapat luka pada waktu dan karena 
melakukan pekerjaannya, yang harus diobati atau dirawat di luar 
tempat kedudukannya: dari tempat kedudukannya atau tempat 
tinggalnya ke tempat ia diobati atau dirawat, dan kembali; 

 f. pegawai Negeri yang mengikuti ujian-jawatan yang ditentukan oleh 
Pemerintah di luar tempat kedudukannya: dari tempat kedudukannya 
atau tempat tinggalnya ke tempat ujian itu diadakan, dan kembali, 
dengan penetapan, bahwa penggantian biaya perjalanan tidak 
diberikan untuk ujian-ulangan, apabila menurut pendapat Kepala 
Jawatan (Kantor) pegawai yang bersangkutan karena kesalahannya 
sendiri tidak lulus dalam ujian pertama. 

 
3. Perjalanan-pindah adalah perjalanan-perjalanan : 
 a. mereka yang diterima buat jabatan Negeri: dari tempat tinggalnya 

ke tempat kedudukan yang ditentukan menurut surat-keputusan 
bersangkutan; 

 b. pegawai Negeri yang dipindahkan: dari tempat kedudukan atau 
tempat tinggal yang lama ke tempat kedudukan yang baru, kecuali 
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jika kepindahan itu terjadi atas permintaannya sendiri, yang harus 
dinyatakan dalam surat-keputusan yang bersangkutan. Di dalam hal 
ini harus dinyatakan pula dalam surat keputusan itu, bahwa semua 
biaya perjalanan berhubung dengan kepindahan itu (jika dipandang 
perlu, juga buat kepindahan penggantinya) tidak akan dipikul oleh 
Negeri; 

 c. pegawai Negeri, bekas pegawai Negeri atau orang-orang lain yang 
telah menyelesaikan pekerjaan-sementara yang diperintahkan 
kepadanya, begitupun mereka yang tidak atas permintaan sendiri 
kecuali jika permintaan itu dilakukan atas kehendak pegawai atasan 
atau karena sebab-sebab yang penting menurut pendapat Kepala 
Jawatan yang bersangkutan dibebaskan dengan hormat dari 
pekerjaan yang diserahkan buat sementara kepadanya atau dari 
jabatan organik yang diwakilinya: dari tempat ia melakukan 
pekerjaan sementara itu ke tempat kedudukannya/tinggalnya atau 
ketempat lain yang biayanya tidak melebihi ongkos perjalanan 
ketempat kedudukan/tinggal termaksud; 

 d. pegawai Negeri yang diperhentikan dengan hormat dari dinas Negeri 
dengan mendapat hak pensiun atau tunjangan semacam itu: dari 
tempat kedudukannya atau tempat tinggalnya ke suatu tempat ia 
hendak tinggal tetap di dalam Negara Republik Indonesia, akan 
tetapi hanya buat satu kali saja; 

 e. pegawai Negeri yang diperhentikan dari jabatannya dengan diberi 
uang-tunggu atau tunjangan semacam itu: dari tempat kedudukannya 
atau tempat tinggalnya ke suatu tempat di dalam Negara Republik 
Indonesia yang diizinkan baginya untuk menetap oleh pembesar yang 
memperhentikannya akan tetapi hanya untuk satu kali saja. Untuk 
mendapat penggantian ongkos jalan, izin termaksud harus diminta 
dalam waktu 3 bulan sesudah tanggal surat-keputusan 
pemberhentian dan perjalanan harus dilakukan dalam waktu 3 bulan 
sesudah tanggal surat izin yang bersangkutan; 

 f. pegawai Negeri termaksud pada huruf e di atas yang dipekerjakan 
kembali: dari tempat ia menetap atau tempat tinggalnya ke tempat 
kedudukan yang ditentukan; 

 g. keluarga yang sah menurut peraturan ini dari pegawai Negeri yang 
meninggal dunia; dari tempat kedudukannya yang terakhir atau 
tempat tinggalnya ke suatu tempat dalam Negara Republik 
Indonesia, akan tetapi hanya buat satu kali saja. 

 h. keluarga yang sah menurut peraturan ini dari pegawai-pensiunan 
yang meninggal dunia : dari tempat kedudukannya yang terakhir, 
tempat tinggal atau tempat menetap ke suatu tempat di dalam 
Negara Republik Indonesia, akan tetapi hanya buat satu kali saja. 
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Pasal 3. 
 

Cara melakukan perjalanan. 
 
1. Perjalanan dinas harus dilakukan dengan biaya yang seringan-ringannya 

untuk Negeri. 
2. Di mana dapat dipergunakan kereta-api atau bus, yang menuju ke arah 

tempat yang dikunjungi, perjalanan dinas harus selalu dilakukan dengan 
memakai kereta-api atau bus. 

3. Untuk perjalanan di air di mana mungkin harus dipergunakan kapal 
kepunyaan Negeri atau perusahaan yang mempunyai perjanjian dengan 
Pemerintah mengenai pengangkutan penumpang-penumpang Negeri. 

 
Untuk memperoleh tempat dikapal-kapal kepunyaan Negeri atau suatu 
perusahaan yang mempunyai perjanjian dengan Pemerintah, pegawai Negeri 
yang tidak termasuk dalam lingkungan Kementerian Pertahanan sebelum 
berangkat dari tempat kedudukannya harus berhubungan lebih dahulu dengan 
Kantor Pusat atau Cabang dari Jawatan Perjalanan di tempat perjalanan akan 
dimulai atau dilanjutkan dan di mana tidak ada kantor tersebut dengan 
pembesar Pamong-Praja yang tertinggi di tempat itu, dengan melampirkan 
surat tugas atau surat-keputusan yang menjadi alasan buat perjalanan itu. 
 
Dalam hal perjalanan (dengan) keluarga, harus disertakan pula suatu 
keterangan yang memuat anggota keluarga yang ikut pindah dan umur anak-
anak. 
 
Permintaan tempat di kapal buat pegawai dalam lingkungan Kementerian 
Pertahanan dilakukan menurut cara yang (akan) ditetapkan oleh Kementerian 
tersebut. 
 
Segala akibat keuangan yang timbul karena pegawai yang berkepentingan tidak 
memenuhi aturan termaksud pada ayat ini atau karena kelalaiannya dengan 
sengaja tidak mempergunakan tempat di kapal yang telah ditunjuk baginya, 
menjadi tanggungan pegawai sendiri. 
 
Dalam hal perjalanan dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada 
ayat (1), (2) dan (3) pasal ini berdasar atas kepentingan jabatan, maka 
kepentingan itu harus dinyatakan dengan alasan-alasannya baik dalam surat-
tugas maupun dalam daftar-ongkos-perjalanan ataupun dengan surat 
keterangan dari pembesar yang memerintahkan perjalanan. 
Jika menurut pertimbangan Kepala Jawatan Perjalanan alasan-alasan 
termaksud dianggap tidak cukup untuk membenarkan cara bepergian itu, maka 
biaya perjalanan tidak akan diganti lebih dari pada yang harus dipikul oleh 
Negeri menurut hitungan perjalanan yang dilakukan dengan cara semurah-
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murahnya. Dalam mempertimbangkan cara perjalanan manakah yang semurah-
murahnya, biaya naik kereta-api ataupun bus kepunyaan Negara tidak turut 
dihitung. 
 
5. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada ayat-ayat (1), (2) 

dan (3) pasal ini, perjalanan-perjalanan dinas harus dilakukan dengan 
cepat. Hal ini dipertimbangkan : 

 a. buat perjalanan-jabatan, oleh pembesar yang memerintahkannya 
atau wakilnya; 

 b. buat perjalanan-pindah, oleh Kepala Jawatan Perjalanan. 
 
6. Dalam hal perjalanan dilakukan dengan memakai kendaraan umum 

(kereta-api, bus, kapal dan sebagainya), yang dipakai dasar untuk 
menentukan lamanya waktu yang perlu untuk mencapai tempat yang 
dituju, adalah peraturan-peraturan-perjalanan kendaraan umum itu 
(dienstregeling) yang berlaku. 

 
Pasal 4. 

 
Pembagian golongan pegawai negeri. 

 
1. Berhubung dengan hak-hak mereka untuk mendapat penggantian biaya 

perjalanan dinas, pegawai Negeri dibagi dalam 5 golongan menurut 
gajinya sebulan pada waktu perjalanan dimulai, sebagaimana tertera 
dalam lampiran peraturan ini. 

 Yang disebut gaji dalam peraturan ini adalah gaji-pokok ditambah jika 
ada dengan gaji-tambahan-peralihan atau dalam hal-hal lain, 
pendapatan yang dapat dianggap gaji. 

2. Jika seorang memegang jabatan lebih dari satu yang bergaji, maka untuk 
menetapkan golongannya diambil gaji yang paling banyak. 

3. Pegawai Negeri yang di samping jabatannya sendiri diperintahkan 
mewakili jabatan lain yang lebih tinggi, baik dengan mendapat 
tunjangan-perwakilan sebagai tambahan gaji, maupun tidak, tetap 
tinggal dalam golongan yang ditentukan menurut gaji untuk jabatannya 
sendiri. 

4. Dalam hal perjalanan dinas untuk menerima atau menjalankan pekerjaan 
baru, yang dipakai dasar untuk menentukan golongan pegawai yang 
bersangkutan, adalah gaji buat pekerjaan yang baru itu. 

5. Bekas pegawai Negeri atau pegawai Negeri yang mendapat perlop-sakit, 
dimasukkan golongan menurut gajinya yang terakhir; adapun keluarga 
dari pegawai Negeri/pegawai-pensiunan yang meninggal dunia, 
dimasukkan golongan menurut gaji yang terakhir dari pegawai yang 
meninggal itu. 
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Pasal 5. 
 

Penggantian biaya perjalanan dinas. 
 
1. Untuk perjalanan dengan kendaraan atau dengan berjalan kaki diberikan 

penggantian biaya sebanyak jumlah-jumlah menurut lampiran peraturan 
ini, dengan penetapan, bahwa : 

 a. untuk perjalanan yang dilakukan dengan kereta-api atau lain 
kendaraan kepunyaan Negara dengan pembayaran tangguh 
ataupun dengan percuma, tidak diberikan penggantian biaya 
apapun; 

 b. dalam hal di kereta-api tidak ada kelas 3, pegawai Negeri dari 
golongan III dapat menumpang di kelas 1, dan mereka dari 
golongan V dapat menumpang di kelas 2; 

 c. untuk pengangkutan di air dengan perahu dan sebagainya 
diberikan penggantian biaya yang sebenarnya dikeluarkan 
menurut kebiasaan di daerah masing-masing; 

 d. pegawai Negeri wanita termasuk golongan V diperbolehkan 
menumpang di kapal dalam kelas 2 dan yang termasuk golongan IV 
setelah bergaji; f. 220,- sebulan dalam kelas 1. 

 
2. Jika untuk kepentingan jabatan dipandang perlu pegawai Negeri yang 

bepergian dengan kereta-api bersama-sama dengan pegawai atasannya 
buat keperluan yang sama dapat duduk di kelas yang ditumpangi oleh 
pegawai atasan itu. 

 Keperluan ini harus dinyatakan dengan alasan-alasannya dalam daftar-
ongkos-perjalanan oleh pembesar yang memerintahkan perjalanan. 

3. Untuk menentukan jauhnya perjalanan di darat diambil daftar-daftar-
jarak yang resmi sebagai ukuran, kecuali jika terjadi perubahan dalam 
jarak jarak itu oleh karena peralihan jalan atau lain sebab; dalam hal ini 
dan juga dalam hal daftar-daftar-jarak yang resmi tidak ada, maka 
jauhnya jarak-jarak akan ditetapkan menurut keterangan pembesar 
Pamong-Praja yang tertinggi di tempat itu. 

4. Di mana dalam peraturan ini ditetapkan bahwa perjalanan dapat 
dilakukan dari tempat kedudukan, tempat tinggal atau tempat menetap, 
maka penggantian ongkos perjalanan pada umumnya tidak akan 
diberikan lebih dari pada jumlah yang dapat dituntut jika perjalanan 
dimulai dari tempat kedudukan atau dari tempat menetap yang diizinkan 
bagi yang berkepentingan. 

5. Untuk mendapat penggantian ongkos jalan, perjalanan kecuali jika 
ditentukan lain harus dimulai dalam waktu satu tahun sesudah tanggal 
surat-keputusan bersangkutan. Terhadap keluarga dari pegawai 
Negeri/pegawai-pensiunan yang meninggal dunia, waktu tersebut 
dihitung mulai hari sesudah pegawai bersangkutan meninggal dunia. 
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Pasal 6. 
 

Perjalanan setempat. 
 
1. Penggantian biaya kendaraan tidak diberikan untuk perjalanan-

perjalanan dinas di dalam tempat kedudukan pegawai atau tempat yang 
dikunjunginya. 

2. Untuk perjalanan-jabatan yang jaraknya kurang dari 5 km di luar tempat 
kedudukan tidak dapat dituntut penggantian ongkos menurut peraturan 
ini. 

 
Pasal 7. 

 
Uang - harian. 

 
1. Untuk perjalanan dinas di darat dan di air diberikan uang-harian 

sebanyak jumlah-jumlah termuat dalam lampiran peraturan ini. 
 Untuk satu hari perjalanan hanya diberikan penggantian salah satu dari 

jumlah-jumlah uang-harian yang ditetapkan. 
2. Uang-harian untuk menginap di hotel hanya diberikan, apabila kuitansi 

hotel dilampirkan pada daftar-ongkos-perjalanan. 
3. Uang-harian dibayar juga untuk hari sampai di tempat kedudukan baru 

buat perjalanan-pindah termasuk dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, b, dan f 
peraturan ini. 

4. Uang-harian tidak dibayar untuk perjalanan-perjalanan tersebut di Pasal 
2 ayat (2) huruf b, c dan d peraturan ini. 

5. Kepada pegawai Negeri yang dalam melakukan perjalanan termaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf b dan Pasal 10 
peraturan ini, mendapat sakit keras dibuktikan dengan surat keterangan 
dokter atau, jika tidak ada dokter, oleh pegawai Pamong-Praja yang 
tertinggi di tempat itu dan tidak sanggup meneruskan perjalanan yang 
telah dimulainya, dan karena itu terpaksa menghentikan perjalanannya 
diberikan tunjangan untuk tinggal di tempat perhentian itu, buat paling 
lama 30 hari, dengan penetapan, bahwa : 

 a. jika ia tidak dirawat di rumah sakit atau hotel, diberikan 
tunjangan sebanyak tiga perempat dari uang-harian yang 
ditetapkan untuk menginap tidak di hotel; 

 b. jika ia dirawat di rumah sakit atau hotel, diberikan tunjangan 
sebanyak biaya perawatan atau ongkos penginapan di hotel yang 
sebenarnya menurut surat-surat bukti. 

 
Adapun tunjangan termaksud dalam kalimat di atas ini, hanya diberikan kepada 
pegawai yang bersangkutan saja. 
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6. Jika pegawai Negeri dalam melakukan perjalanan dinas lebih dari 30 hari 
tinggal disatu tempat, maka uang-harian yang diberikan kepadanya 
dikurangi 30% buat tiap-tiap hari yang lebih itu. 

 Jika pada waktu tinggal disatu tempat, pegawai itu untuk sementara 
waktu bepergian ke tempat lain atau kembali ke tempat kedudukannya 
sebelum pekerjaannya dapat dianggap telah berakhir, maka untuk 
menentukan jumlah hari sebagaimana dimaksud dalam kalimat di atas 
ini, waktu sebelum ia bepergian digabungkan dengan waktu sesudahnya. 

7. Pembayaran uang-harian dibatasi dalam hal-hal yang tersebut di bawah 
ini. 

 a. Kepada pegawai Negeri yang buat sementara waktu dipekerjakan 
atau yang mewakili sesuatu jabatan di luar tempat kedudukannya 
diberikan uang-harian sebanyak-banyaknya buat 3 bulan; jika 
pegawai yang bersangkutan meninggalkan tempat ia bekerja 
untuk sementara, sebelum pekerjaan itu dapat dianggap telah 
berakhir, maka waktu ia ada di tempat itu tidak dianggap terputus 
karena perginya. 

 
Dalam hal luar biasa, jika tinggal yang lebih lama di luar tempat 
kedudukan perlu sekali, padahal tidak ada alasan untuk 
memindahkan pegawai yang bersangkutan, maka waktu termaksud 
dalam kalimat di atas, atas usul Kementerian/ Jawatan yang 
bersangkutan, dapat diperpanjang dengan 3 bulan lagi oleh Kepala 
Jawatan Perjalanan. 

 
Kepada pegawai Negeri yang tidak mempunyai keluarga pada 
umumnya tidak dapat diberikan uang-harian lebih dari pada buat 
3 bulan yang pertama. 

 b. Jika perjalanan yang dimulai di darat dilanjutkan dengan kapal 
dari suatu tempat, dari mana berangkatnya kapal-kapal dapat 
ditentukan, maka pegawai yang bersangkutan untuk tinggal di 
tempat itu diberi uang-harian sebanyak-banyaknya buat 3 hari 
bermalam. 

 c. Jika perjalanan yang dimulai di darat diteruskan dengan kapal 
dari suatu tempat, dari mana berangkatnya kapal-kapal tidak 
tertentu, pegawai yang bersangkutan diberi uang-harian untuk 
tinggal di tempat itu sebanyak-banyaknya buat 6 hari bermalam. 

 d. Jika pegawai Negeri dalam perjalanan dinas di suatu tempat di 
tengah jalan harus berpindah kapal, diberikan uang-harian buat 
penginapan selama perlu menunggu kesempatan akan meneruskan 
pelajaran selekas-lekasnya. 

 e. Jika perjalanan-jabatan dirubah menjadi perjalanan-pindah, 
dengan tidak ada ketentuan sampai hari mana uang harian dapat 
dibayar, maka pegawai yang berkepentingan berhak menerima 
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uang-harian sampai dengan hari ia mendapat kabar kepindahannya 
dengan resmi. 

 f. Di dalam hal pegawai Negeri dalam melakukan perjalanan-pindah, 
atas perintah yang berwajib, tertahan di tengah perjalanan itu 
untuk melakukan pekerjaan keperluan dinas, maka kepadanya 
selama tinggal di tempat itu, diberikan uang-harian. 

 g. Jika buat pegawai Negeri yang diperbantukan kepada seorang 
pembesar untuk di tempatkan lebih lanjut, pada waktu ia tiba di 
tempat kedudukan pembesar tersebut ditunjuk tempat kedudukan 
lain dari pada tempat kedudukan pembesar tadi dan ia tidak 
segera melanjutkan perjalanan ke tempat kedudukannya, maka 
kepadanya untuk menginap di tempat kedudukan pembesar 
tersebut dapat diberikan uang-harian sebanyak-banyaknya buat 3 
hari bermalam, kecuali jika perjalanan harus diteruskan dengan 
kapal; dalam hal ini diberikan uang-harian buat penginapan 
selama perlu menunggu kesempatan akan meneruskan pelajaran 
selekas-lekasnya. 

 h. buat perjalanan-pindah pemberian uang-harian tidak boleh lebih 
dari banyaknya hari menginap yang perlu, sedang dalam hal 
bepergian dengan kendaraan-umum (kereta-api, bus dan 
sebagainya) perhitungan jumlah hari itu didasarkan pada 
peraturan-perjalanan (dienstregeling) kendaraan-kendaraan 
tersebut. 

 
Pasal 8. 

 
Penggantian ongkos begasi dan perabot rumah tangga. 

 
 1. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan dengan kereta-api, bus, 

kapal atau perahu diberikan penggantian ongkos begasi yang 
sebenarnya dikeluarkan menurut tarip kendaraan-kendaraan 
tersebut, tetapi tidak boleh melebihi ongkos begasi sebanyak yang 
ditetapkan dalam lampiran peraturan ini. 

 2. Untuk mengangkut mobil, sepeda-motor, sepeda, dokar beserta 
kuda a, b dan f peraturan ini, selain dari ongkos termaksud di ayat 
1 pasal ini, diberikan juga penggantian ongkos membungkus dan 
mengangkut perabot rumah tangga kepunyaan sendiri yang 
semata-mata akan dipakai untuk keperluan sendiri, termasuk 
mobil dan kendaraan lain, menurut tarip-tarip yang ditetapkan 
dalam lampiran peraturan ini. 

3. Untuk mengangkut mobil, sepeda-motor, sepeda, dokar beserta 
kuda atau kuda, pegawai Negeri yang baik di tempat kedudukan 
lama maupun di tempat kedudukan baru mendapat uang-jalan-
tetap yang diberikan berdasarkan pemakaian salah satu dari 
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kendaraan-kendaraan tersebut, berhak menerima penggantian 
ongkos pengangkutan kendaraan itu selain dari jumlah-jumlah 
yang tersebut pada lampiran peraturan ini. 

 4. Jika perabot rumah tangga diangkat sesudah pegawai yang 
bersangkutan berangkat ke tempat kedudukan yang baru, maka 
penggantian ongkos hanya boleh diberikan jika pengangkutan itu 
dilakukan dalam waktu enam bulan sesudah pegawai itu 
berangkat. 

 5. Pengangkutan perabot rumah tangga antara pulau-pulau di luar 
Jawa, tidak atau dengan melalui pulau Jawa, harus dilakukan 
dengan kapal seluruhnya. Dalam hal-hal lain, pengangkutan di 
mana mungkin harus dilakukan dengan alat-alat pengangkutan 
yang diusahakan oleh Pemerintah. 

 6. Dalam hal pindah, jika pegawai menjual perabot rumah tangganya 
di tempat kedudukan yang lama baik semuanya maupun sebagian, 
atau jika pegawai tidak mempunyai perabot rumah tangga, biaya 
pengangkutan perabot yang baru dibeli hanya dapat diganti, jika 
barang-barang itu tidak dapat dibeli di tempat kedudukan yang 
baru. 

  Untuk pengangkutan barang-barang yang baru itu diberi 
penggantian ongkos dari tempat-pembelian yang terdekat dari 
tempat kedudukan yang baru, atau dari tempat yang lain dengan 
persetujuan Kepala Jawatan Perjalanan. 

 7. Untuk perjalanan-pindah yang jaraknya kurang dari 5 km 
penggantian ongkos berkenaan dengan pengangkutan perabot 
rumah tangga diberikan sebanyak yang sesungguhnya dikeluarkan 
menurut bukti, akan tetapi setinggi-tingginya seperempat dari 
jumlah yang ditetapkan dalam lampiran peraturan ini buat 
pengangkutan di Jawa dan Madura. 

 
  [Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar] 
 

Pasal 9. 
 

Ongkos perjalanan keluarga. 
 
 1. Untuk perjalanan-pindah termaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

peraturan ini, diberikan penggantian ongkos perjalanan dan 
penginapan untuk keluarga yang sah dari pegawai yang 
bersangkutan, yang turut pindah; dalam hal yang dimaksudkan 
dalam Pasal 7 ayat (7) huruf f dan g, uang-harian diberikan juga 
untuk keluarga yang sah. 

 2.  Buat bujang yang turut pindah diberikan penggantian ongkos 
kereta-api, bus atau kapal di kelas yang paling rendah menurut 
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lampiran peraturan ini. 
 3. Keluarga yang sah dalam peraturan ini adalah isteri (isteri-isteri) 

yang sah, anak sendiri, anak tiri dan anak angkat menurut hukum. 
  Dalam hal pegawai yang bersangkutan telah bercerai 

dengan isterinya, penggantian ongkos hanyalah diberikan untuk 
anak pegawai dari isteri itu yang masih tetap menjadi tanggungan 
pegawai tersebut. 

 4. Anak yang mendapat penggantian ongkos menurut peraturan ini, 
ialah : 

 a. anak laki-laki yang berumur kurang dari 21 tahun pada 
waktu berangkat dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; 

 b. anak laki-laki yang berumur 21 tahun atau lebih yang masih 
belajar pada sekolah menengah atau yang menurut surat 
keterangan pejabat Pamong Praja yang tertinggi pada 
tempat kedudukan pegawai sebelum pindah mempunyai 
cacat dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; 

 c. anak perempuan yang tidak bersuami dan tidak mempunyai 
penghasilan sendiri. 

 
 5. Anggota keluarga yang ikut pindah harus diterangkan seorang 

demi seorang dalam daftar-ongkos-perjalanan, sedangkan 
terhadap anak-anak harus dinyatakan umurnya masing-masing 
ketika perjalanan dimulai. 

 6. Penggantian ongkos untuk keluarga adalah : 
 a. buat perjalanan dengan kereta-api, bus atau kapal, 

sebanyak ongkos yang sesungguhnya dikeluarkan menurut 
tarip yang berlaku, tetapi tidak boleh melebihi ongkos 
untuk kelas yang ditetapkan buat pegawai yang 
bersangkutan, menurut lampiran peraturan ini; 

 b. uang-harian dan penggantian ongkos begasi berjumlah 
untuk isteri empat perlima dan untuk tiap-tiap anak 
separoh dari jumlah-jumlah yang ditetapkan buat pegawai 
yang bersangkutan. 

  7. Penggantian biaya termaksud pada ayat (6) pasal ini diberikan 
juga untuk isteri (dengan anak-anaknya dan anak-anak tirinya) 
dari pegawai Negeri yang nikah berwakil dengan isteri itu buat 
perjalanan dari tempat tinggalnya pada waktu perkawinan 
dilangsungkan ke tempat kedudukan pegawai yang bersangkutan. 

 8. Untuk mendapat ongkos perjalanan bagi keluarga termaksud pada 
ayat (6) dan (7) pasal ini perjalanan harus dimulai dalam waktu 
enam bulan sesudah pegawai (kepala keluarga) berangkat atau 
sesudah perkawinan dilangsungkan. 

  Jika perjalanan karena sakit atau lain-lain halangan yang 
sah menurut pertimbangan Kepala Jawatan Perjalanan, tidak 
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dapat dimulai dalam waktu tersebut di atas, maka pegawai yang 
berkepentingan dapat memajukan permohonan supaya 
keluarganya diizinkan melakukan perjalanan sesudah waktu yang 
ditentukan tadi. 

  Penggantian biaya buat perjalanan keluarga yang menyusul 
tidak akan diberikan lebih dari pada jumlah ongkos yang harus 
dipikul oleh Negeri, jika perjalanan dilakukan bersama-sama 
kepala keluarga, dengan ketentuan, bahwa penggantian itu 
diberikan juga buat anak-anak yang dilahirkan setelah kepala 
keluarga berangkat. 

 9. Hak untuk mendapat penggantian ongkos perjalanan termaksud 
pada ayat (8) pasal ini hilang : 

 a. apabila pegawai (kepala keluarga) meninggal dunia, atau 
diperhentikan tidak dengan hormat dari dinas Negeri; 

 b. terhadap mereka yang tidak lagi dianggap keluarga sah 
menurut peraturan ini. 

  10. Untuk menetapkan penggantian ongkos tersebut pada ayat (6) 
pasal ini maka dalam hal termaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf g 
dan h peraturan ini, seorang janda dianggap sebagai kepala 
keluarga. 

 
Pasal 10. 

 
Perjalanan-jabatan yang berubah menjadi perjalanan-pindah. 
 
 1. Jika perjalanan-jabatan termasuk dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a 

peraturan ini, oleh karena perintah yang berwajib berubah 
menjadi perjalanan-pindah, maka yang bepergian berhak 
menerima 

 a. untuk ia sendiri, selain dari penggantian biaya buat 
perjalanannya dari tempat kedudukan ke tempat ia 
bekerja, ongkos untuk perjalanan-pindah dari tempat ia 
bekerja itu ke tempat kedudukan yang baru; 

 b. penggantian ongkos untuk mengangkut keluarganya, 
perabot rumah tangga dsb. menurut peraturan ini, dalam 
perjalanan-pindah langsung dari tempat kedudukan yang 
lama ke tempat kedudukannya yang baru. 

 
 2. Jika tidak menjadikan halangan buat kepentingan dinas, menurut 

pertimbangan pembesar yang memerintahkan kepindahan 
termaksud dalam ayat (1) pegawai yang bersangkutan boleh 
kembali ke tempat kedudukannya yang lama untuk menyelesaikan 
urusan-urusannya; perjalanan kembali itu dilakukan sebagai 
perjalanan-jabatan, sedangkan perjalanan ke tempat kedudukan 
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yang baru adalah perjalanan-pindah. 
 

Pasal 11. 
 
Perjalanan sebelum ada perintah resmi. 
 
 1. Jika perjalanan yang seharusnya dibiayai oleh Negeri, tidak perlu 

dilakukan lagi oleh karena pegawai yang bersangkutan telah 
berangkat lebih dahulu dengan ongkos sendiri, maka untuk 
perjalanan itu diberikan penggantian ongkos yang sebenarnya 
telah dikeluarkan dengan uang sendiri, akan tetapi tidak lebih 
dari jumlah yang harus dibayar oleh Negeri menurut peraturan ini. 

 2. Buat keluarga penggantian ongkos yang dimaksud dalam ayat (1), 
hanya diberikan untuk mereka yang terhitung keluarga yang sah 
pada waktu perjalanan itu boleh dilakukan dengan ongkos Negeri. 

 
Pasal 12. 

 
Pembayaran ongkos perjalanan. 

 
 1. Penggantian biaya perjalanan yang boleh dituntut menurut 

peraturan ini dibayar sesudah perjalanan berakhir. 
 2. Penggantian biaya buat satu perjalanan hanya diberikan satu kali. 

Biaya perjalanan-perjalanan yang dipikul oleh suatu daerah 
otonom atau badan lain yang mengurus keuangannya sendiri tidak 
dapat diberatkan sekali lagi pada keuangan Negeri. 

 
Pasal 13 

 
Uang Muka. 

 
 Kepada mereka yang boleh menuntut penggantian biaya menurut 

peraturan ini atas permintaannya sebelum perjalanan dimulai atau 
berakhir, dapat (diberikan uang-muka (persekot) sejumlah 80% dari 
taksiran ongkos perjalanan yang dapat dituntutnya. 

 Dengan menyimpang dari aturan tersebut, boleh diberikan uang-muka 
untuk ongkos kereta-api atau kapal/kapal-udara sejumlah ongkos itu 
sepenuhnya. 

 Pembayaran uang-muka itu harus dicatat pada daftar-ongkos-perjalanan 
oleh pegawai yang membayarkannya. 
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Pasal 14. 
 

Daftar-Ongkos-Perjalanan. 
 
 1. Untuk menuntut penggantian biaya perjalanan menurut peraturan 

ini, yang berkepentingan harus memasukkan daftar-ongkos-
perjalanan menurut contoh yang dilampirkan pada peraturan ini. 

  Di dalam daftar-ongkos-perjalanan tidak boleh ada 
penghapusan-penghapusan perkataan atau jumlah; segala 
perubahan harus dilakukan dengan coretan dan diparap oleh 
pegawai yang bersangkutan. 

  Daftar-ongkos-perjalanan harus dengan segera dikirimkan 
kepada Jawatan Perjalanan. 

  Pada daftar-ongkos-perjalanan harus dilampirkan segala 
bukti pengeluaran ongkos-ongkos; pada.daftar-ongkos-perjalanan 
yang mengenai perjalanan-pindah harus dilampirkan juga salinan 
surat-keputusan yang menetapkan kepindahan pegawai yang 
bersangkutan. 

 2. Kepala Jawatan/Kantor wajib mengamat-amati supaya di dalam 
lingkungan Jawatan/Kantornya tidak diadakan perjalanan-
perjalanan dinas yang tidak perlu. 

  Ia berhak memerintahkan kepada pegawai bawahannya 
yang melakukan perjalanan-jabatan untuk memintakan 
pernyataan kepada pembesar Pamong Praja yang tertinggi di 
tempat yang dikunjunginya tentang hari tiba di- dan hari 
berangkat dari tempat itu. 

  Dalam mempertimbangkan permintaan penggantian biaya 
perjalanan, Kepala Jawatan/Kantor wajib memeriksa dengan 
saksama, apakah perjalanan itu dilakukan dengan cara sehemat-
hematnya, mengingat maksud perjalanan tersebut; pendapat 
(persetujuan) Kepala Jawatan/Kantor harus dinyatakan dalam 
daftar ongkos-perjalanan. 

 3. Dalam hal perjalanan-pindah harus dinyatakan pada daftar-
ongkos-perjalanan oleh Kepala dari pegawai yang bersangkutan 
atau oleh pembesar Pamong Praja setempat, hari berangkat dari 
tempat kedudukan lama dan hari tiba di tempat kedudukan baru. 

  Aturan yang termaksud dalam ayat (2) kalimat ketiga di 
atas tidak berlaku terhadap daftar-ongkos-perjalanan Kepala 
Jawatan dan pejabat-pejabat lain yang berdiri-sendiri serta 
sederajat dengan atau lebih tinggi dari penjabat-penjabat 
tersebut. 
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Pasal 15. 
 

Tanggung jawab atas kerugian negara. 
 
Bilamana sesuatu perjalanan dinas ternyata menimbulkan kerugian bagi 
Negara, maka pegawai yang bepergian, atau pegawai yang memberikan 
perintah bepergian, ataupun pegawai lain yang ternyata bersalah dalam hal 
perjalanan itu, bertanggung jawab sepenuhnya menurut peraturan dalam 
Undang-undang Keuangan Negara. 
 

Pasal 16. 
 

Waktu penuntutan. 
 
Penggantian biaya perjalanan yang tidak dituntut di dalam waktu yang 
ditetapkan dalam peraturan tentang hutang-piutang Negara, karena meliwati 
waktu, tidak akan dibayar. 
 
 

Pasal 17. 
 

Kepala Jawatan Perjalanan diberi kuasa 
 
a. menetapkan peraturan-peraturan dan contoh-contoh yang ternyata perlu 

untuk menjalankan peraturan ini; 
b. mengadakan peraturan di dalam hal-hal yang tidak termuat dalam 

peraturan ini; tentang tindakan-tindakan yang diadakannya ia harus 
memberitahukan selekas-lekasnya kepada Menteri Keuangan dan Ketua 
Dewan Pengawas Keuangan; 

c. jika menurut pertimbangannya ada alasan-alasan yang sah, memberikan 
penggantian ongkos yang lebih tinggi dari pada yang ditetapkan menurut 
peraturan ini dan mengurangi jumlah-jumlah dalam daftar-ongkos-
perjalanan, jika ternyata uang yang sesungguhnya dikeluarkan kurang 
dari pada yang boleh dituntut, atau jika pengeluaran tidak dilakukan 
dengan sehemat-hematnya; 

d. mengambil keputusan yang menyimpang dari peraturan ini, apabila di 
dalam sesuatu hal peraturan ini menimbulkan rasa kurang adil, dan 
dalam hal yang luar biasa; 

e. memberikan kepastian apabila ada keragu-raguan dalam melakukan 
peraturan ini; 

f. MEMUTUSKAN apakah keterangan-keterangan yang termuat dalam 
daftar-ongkos-perjalanan, dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak 
disertai surat-surat bukti, dapat diterima atau tidak. 

  [Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar] 
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RALAT 
 
Dalam Lembaran-Negara Nr 70 Tahun 1950, halaman 14, pasal 9 tentang Ongkos 
Perjalanan Keluarga hingga ayat 4, seluruhnya harus berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 9. 
 

Ongkos Perjalan Keluarga. 
 
"1. Untuk perjalanan-pindah termaksud dalam pasal 2 ayat 3 peraturan ini 

diberikan penggantian ongkos perjalanan dan penginapan untuk keluarga 
yang sah dari pegawai yang bersangkutan, yang turut pindah; dalam hal 
yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 7 huruf f dan g, uang-harian 
diberikan juga untuk keluarga yang sah. 

 Buat bujang yang turut pindah diberikan penggantian ongkos kereta-api, 
bus atau kapal dikelas yang paling rendah menurut lampiran peraturan 
ini. 

2. Keluarga yang sah dalam peraturan ini adalah isteri (isteri-isteri) yang 
sah, anak sendiri, anak tiri dan anak angkat menurut hukum. 

3. Dalam hal pegawai yang bersangkutan telah bercerai dengan isterinya, 
penggantian ongkos hanyalah diberikan untuk anak pegawai dari isteri 
itu yang masih tetap menjadi tanggungan pegawai tersebut". 

 
Lain dari pada itu, didalam ruang 31 dari ,Lampiran Peraturan Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri (sambungan ke-I)", di bawah (atau sesudah) perkataan ,,7 jam 
atau lebih" tidak terdapat noot,,3)", yang seharusnya ada (seperti dalam ruang 
22). 
 
 
 
Sekertaris Kementerian Kehakiman, 
 
Mr. ABIMANJOE. 
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